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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMTJM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: 33/Kpts/KPU-Kab-012.329 512 nn15

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAIY DAIi{ PENGHITUNGAI\' SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI'

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3),

Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayar (2) dan Pasal 93 ayxQ)

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Penilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
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Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1 950);

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 201 1 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahrur 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

J.

A

5.
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Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrut

2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupateo{Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah'

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peratuan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten'/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Kornisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Seketariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

o

10.
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22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Jendral Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi brdependen Pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Lndependen

Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembenhrkan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati' dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wfil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubemur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor l0AQtslKPU-Itub-012.329512/2015 tentang

Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 20 1 5 ;

14.

15.

16.
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18.
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 11/Kpts/IGU-Itub-012.329512/2015 tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 20 I 5 ;

Kepurusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor 12,4(ptslKPU-Kab-012.329512/2015 tentang

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri serta Pembentukan dan Tata Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor l3lKpts/KPU-Kab-0I2.329512/2015 tentang

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilili

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2015.

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri Tanggal 30 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEDOMAN

TEKNIS PEMLJNGUTAN DAN PENGHITUNGAN

SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WONOGIRI TAHLTN 2015

Menetapkan Pedoman Teknis pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Keputusan ini;

Jenis Formulir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

19.

KEDUA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 3 0 Mei 20 I 5

PEMILIHAN UMUM
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LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR: 33,{futs/KPU-Kab-0r2.329512/201 5

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEML]NGUTAN

DAN PENGHITTJNGAN SUARA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHLTN2OI5

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DA}I PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN BI}PATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAIIUN 2OI5

BAB I
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88

ayat (2) dan Pasal 93 ayat Q), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri perlu menetapkan Keputusan Pedoman Teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015 sebagai Panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara se Kabupaten Wonogiri dalam menyelenggarakan

tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2015 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya Keputusan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Wonogiri Tahun 2015 ini dengan tujuan antara lain:
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1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemiiihan agar bisa menjalankan tugas'

kewajiban dan wewenangnya dengan baik;

Unhrk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam

melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan'

B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut

secara berulang'ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamanny4 maka akan

diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati wonogiri, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah

pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten wonogiri untuk memilih Bupati

dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis'

2. Pemilihan umum atau Pemilu Terakhir, selanjutr:ya disebut Pemilu atau Pemilu

Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daeralr" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

atau Pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur, Bupati dan wakil Bupati yang

diselenggarakan Paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang.

4. Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wonogiri, selanjumya disebut I(PU Kabupaten,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang

diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang

dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat

Kecamatan.

3.
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7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk

oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau

Kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suar4 selanjuhya disingkat I(PPS' adalah

kelompokyangdibentrrkolehPPSuntrrkmelaksanakanpemungutansuaradiTempat

Pemungutan Suara.

9. Tempat Pemwrgutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dilaksanakarurya pemungutan sr'rara unnrk Pemilihan'

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bernrgas mengawasi penyelenggaraan

pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenar

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasanpenyelenggaraanPemiliharrberdasarkanketentuanyangdiaturdalam

Undang-Undang Pemilihan.

I i. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut

Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten wonogiri, selanjutnya disebut Panwas

Kabupaten,adatahparritiayangdibentukolehBawasluProvirrsiyarrgbertugasuntuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Wonogiri'

13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan'

adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan'

14. pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang

dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di

Desa atau Kelurahan.

15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS' adalah

petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL'

16. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Wonogiri'
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Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri' yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan'

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pemah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan'

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar

diPemerintah,yangmendaftardantelahmemperolehAkreditasidariKPU

Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan'

pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah

memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.

21. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara

mencoblos nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon'

22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk

menentukansuarasahyangdiperolehPasanganCalon,suratSuarayarrgdinyatakarr

tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusaklkeliru coblos.

23. saksi Pasangan calon selanjutrya disebut saksi, adalah seseorang yang mendapat

surat mandat tertulis dari p:rsangan calon/tim kampanye untuk menyaksikan

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS'

24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan sutra yang berbentuk

lembaran kertas dengan desain khusus yang digrrnakan oleh Pemilih untuk

memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama dan nomor Pasangan

Calon.

Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil

pemutakhiran daftar Pemilih sementara.

Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar

pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan

didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT'

Daftar pemilih Tambahan 2, selanjutrya disingkat DPTb-2 adalah daftar Pemilih

yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-I, memenuhi syarat yang

dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan

Kartu Tanda Penduduk, Karnr Keluarga" Paspor, dan/atau Identitas Lain'

Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb- 1 yang menggunakan hak

pilihnya di TPS lain.

20.

25.

27.

28.
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29'IdentitasLainadalahdokumenkependudukanresmiyangditerbitkaninstansi

pelaksanayangmempunyaikekuatanhukumsebagaialatbuktiotentikyang

dihasilkandaripelayarranpendaffaranpendudukdanpencatatansipil,yaknipaling

rendaholehdesalkeluraharr,olehpejabatyangberwenangdiwilayahtempattinggal

masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

30. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PEI\TYELENGGARAAN PEMILIIIAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemililan harus

berpedoman pada asas yaitu :

1. Mandiri

2. Jujur

3. Adil

4. Kepastian Hukum

5. Tertib

6. Kepentingan Umum

7. Keterbukaan

8. Proporsionalitas

9. Profesionalitas

10. Akuntabilitas

11. Efisiensi

12. Efekifitas dan

13. Aksesibilitas.

D. DASARHUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

berpedoman pada:

L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950

Nomor 42);
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7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parbai Politik (Lembaran Negara

RepubliklndonesiaTahun200sNomor2,TambahanLembaranNegaraRepublik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun20lltentangPerubahanatasUndang-UndangNomor2Tahun2003tentang

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undarrg.UndangNomor14Tahrrn2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2008Nomor6l'TambahanLembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor 4846);

Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor15Tahun20lltentangPenyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5246);

undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

NegaraNomor2014Nomor244,TambahanLembaranNegaraNomor55ST)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang.UndangNomorlTahun2015tentangPenetapanPeraturanPemerintah

PenggantiUndang-UndangNomorlTahun2014tentangPemilihanGubemur,

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20i4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor

s678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nonor 5272);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur' Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota;

4.

5.
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10. Peraturan Komisi Pemilftan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihar

Umum Kabupaten{Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 0l Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum KabuPaten/Kota;

I 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentatrg susunan

organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pefatumn Komisi Pemilihan

umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Seketariat

Jendral Komisi Pemilihan umum, Sel<retariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan' Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan wakil Gubemur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/I(omisi Independen Pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

serta Pembenhrkan dan Tata Kerja Panitia Pemililan Kecamatan, Panitia Pemungutan

SuaradankelompokPenyelenggaraPemungutansuaradalamPenyelenggaraan

Pemilihan Gubemur daa wakil Gubemur, Bupati dan wakil Bupati' dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota;

14. Perahuan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data

danDaftarPemilihdaiamPemilihanGubemurdanWakilGubemur,Bupatidan

Wakil Bupati, daniatau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor i0 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Gubemur, dan Wakil Gubemur' Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

16.KeputusanKomisiPemilihanUmumKabupatenWonogiriNomorl0/Kpts/KPU-

Kab-012.32951212015 tentang Penetapan Tahapan' Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor ll/KptslKPU-

Kab-012.129512/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

?
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ls.KeputusanKomisiPemilihanUmumKabupatenWonogiriNomorl2/Kpts/KPU-

Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

KabupatenWonogirisertaPembenfukandanTataKerjaPanitiaPemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suar4 dan Kelompok Penyelenggara Pemulgutan

SuaradalamPenyelenggaraanPemilihanBupatidanWakilBupatiWonogiriTahun

20t5;

19. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten wonogiri Nomor l3/Kpts{KPU-

Kab.012.3295I2/20t5tentangPedomarrTeknisPemutakhiranDatadarrDaftar

Pemilih dalam Pemiiihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015'

BAB II
PELAKSAI\AAN DAI\ FORMULIR PEM{'JNGUTAN SUARA

A. PELAKSANAAN

1. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU

2. Hari Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka l, dilakukan pada hari

libur atau hari Yang diliburkan'

3. Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan mulai

pukul 07.00 sampai dengan pukul 13'00 waktu setempat'

4. KPU Kabupaten menetapkan hari Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dengan Keputusan KPU Kabupaten

5'KeputusanKPUKabupatensebagaimanadimaksudpadaangka4disampaikankepada

BupatitrntukmenetapkanharipelaksanaanPemungutanSuarasebagaiharilibur.

6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan

Pemungutan suara di TPS'

7. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan mulai pukul

13.00 waktu setempat setelah berakhimya waktu pelaksanaan pemungutan suara di

TPS,

B. FORMULIRPEMUNGUTAN SUARA

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

TPS, terdiri dari formulir:

a'Modelc-KwKsebagaiBeritaAcaraPemrrngutandanPenghitunganSuaradi

TPS;

b.ModelCI.KWKberhologramsebagaiSertifikatHasildanRincianPenghitungan

Perolehan Suara di TPS;
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c. lampiran Model CI-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Sahl

d. Model CI-KWK Plano berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan

Perolehal Suara Sah di TPS;

e. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi

dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

f. Model C3-KWK merupakan surat Pemyataan Pendamping Pemilih;

g. Model C4-KWK merupakan surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS

h. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara

Pemungutan dan Sertifikat Hasii dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di

TPS kepada Saksi dan PPL

i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada

Pemilih;

j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir pemilih di TpS;

k. Model A.3-KWK merupakan Daftar pemilil Tetap;

l. Model A.4-KWK merupakan Daftar pemilih pindahan

m. Model A.5-KWK merupakan surat Keterangan pindah Memilih di rps lain;

n' Model A'Tb1-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap Tambahan;

o. Model A.Tb2-KWK untuk mencatat rurma-nama pemilih yang menggunakan hak
pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda penduduh Kartu Keluarg4 paspor,

dan/atau Identitas Lain

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, kecuali

formulir terkait pemutakhiran data dan daftar pemilih.

BAB III
PEMILIH

l. Pemilih yang berhak memberikan suara di TpS, adalah:

a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TpS yang bersangkutan (Model A.3_
KWK);

b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TpS yang bersangkutan (Model A.Tbl-
KwK);

c. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4- KWK);
d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DpTb-l yang menggunakan haknya

pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DpTb-2 (Model A.Tb2-KWK).
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Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf a

memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih

menunjukkan formulir Model C6- KWK.
pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf b

adalah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang didaftarkan paling lambat 7

(tujuh) hari setelah pengumuman DPT dan dicatat pada formulir Model A.Tbl -KWK.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 4

memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPTb-1.

Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih

menunjukkan formulir Model C6- KWK.

Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam angka t hwuf c

adalah Pemilih yang karena kead.um tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS

lain.

8. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka7, meliputi:

a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesnas dan keluarga yang

mendampingi;

c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

d. tugas belajar;

e. pindah domisili; dan

f. tertimpa bencana alam.

9. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka

7, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5- KWK

dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai

Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari Pemungutan Suara.

10. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada

angka 9, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan

formulir Model A.S-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan

Suara.

11. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan

sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 1 0 pada DPT atau DPTb- 1 .

5.

7.
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12. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam DPT atau

DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada

kolom keterangan formulir DPT atau DPTb- I dan menerbitkan surat keterangan

pindah memilih dengan menggunakan formulir Model AS-KWK dengan ketentuan

lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS

atau KPU Kabupaten.

13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10 diberi informasi waktu

dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS'

14. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan

memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 9, tetapi yang

bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU

Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari

Pemungutan Suara di TPS tujuan.

15. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana

dimaksud pada angka 7 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS

dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing'masing TPS'

16. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dicatat oleh anggota KPPS keempat atau

KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan

nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.

17. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 diberi kesempatan untuk memberikan

suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

18. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam

angka I huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:

a. menunjukkan Karnr Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor, atau Identitas Lain

kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;

b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.

19. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 hanya dapat digunakan di TPS

yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

20. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18, dilakukan 1 (satu) jam

sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

21. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud

pada angka 3, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga' Paspor'

atau Identitas Lain.

22. Jumlah Pemilih unnrk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

23. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan kondisi

geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana./prasarana transportasi daerah

yang bersangkutan.
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24. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 23,

dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan

pada hari Yang sama.

25. iunlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 22' termasuk Pemilih yang

terdaftar dalam DPTb-1.

BAB IV

PEMTII\GUTAN SUARA

KEGIATAI{ PERSIAPAN

1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

a.KetuaKPPSwajibmengumumkanhari,tanggal,danwaktuPemungutanSuar4

dannamaTPSkepadaPemilihdiwilayahkerjany4palinglambat5(ima)hari
sebelum hari Pemungutan Suara.

b. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana

dimaksud pacla huruf a, dilatarkan menurut tzta car?. yang lazim digunakan di

desa/kelurahan yang bersangkutan.

c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang

terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari Pemungutan Suara.

d. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada huuf c, harus

disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan

suara di TPS.

e. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK

sebagaimana dimaksud pada huruf c.

f. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat

menyampaikan formulir Modei C6- KWK kepada keluarganya dan diminta

untuk menandatangani tanda terima'

g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat

Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK' Pemilih yang

bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS

paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan mentrnjukkan

Karhr Tanda Penduduk, Kartu Keluarga' Paspor atau Identitas Lain'

h. Dalam hal formulir Model c6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang,

Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemrurgutan Suara dengan

memrniukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluargq Paspol atau Identitas Lain'
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i. Kehu KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-

KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam DPT dan DPTb-1, dan

mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor atau

Identitas Lain.

j. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf i, nama Pemilih

terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Kehra KPPS rnemberikan formulir Model C6-

KWK kepada Pemilih.

k. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar

dalam DPT daa DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK,

Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor atau Identitas Lain.

l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih
sebagaimana dimaksud pada huruf k pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan

dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
m. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf l, nama Pemilih

terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat
menggunakan hak pilihnya.

n. Dalam hal sampai dengan I (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat
formulL Model c6-KWK yang berum atau tidak diserahkan kepada pemilih,
Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6_KWK kepada ppS.

Penyiapan TPS

a. Ketua KPPS dibanru oleh Anggota Kpps menyiapkan lokasi dan pembuatan TpS.
b' TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat di tempat yang mudah dijangkau,

termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara iangsung, umum, bebas dan rahasia.

c' Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah selesai paling
lambat I (satu) hari sebelum hari pemungutan Suara.

d' Dalam pembuatan TpS sebagaimana dimaksud pada huruf a Kpps dapat bekerja
sama dengan masyarakat.

e' TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ukuran paling kurang
panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar g (delapan) meter atau dapat disesuaikan
dengan kondisi setempat.

f. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf e diberi tanda batas dengan
menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

g' Pintu masuk dan keluar Tps sebagaimana dimaksud pada huruf e harus dapat
menjamin akses gerak bagi pernilih penyandang disabilitas yang menggunakan
kursi roda.
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h. TPS sebagaimana dirnaksud pada huruf e dapat diadakan di ruang terbuka

dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:

1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota I(PPS'

Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan' dan

tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat

memberikan suara di bilik suara;

2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu meruImpung pelaksanaan

rapat Pemungutan dan Penghitrurgan Suara di TPS, dan posisi Pemilih

membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.

i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada huruf h angka 2), dilakukan dalam keadaan kurang penerangan,

perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

j. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf e dilengkapi dengan sarana dan prasarana:

1) ruangan atau tenda;

2) alat pembatas;

3) papan pengumuman untuk menempel daftar pasangan Calon, visi, misi,

dan program serta biodata singkat pasangan Calon, salinan DpT, dan

salinan DPTb-1;

4) papar atau tempat unhrk menempel formulir Model CI_KWK dan

Iampirannya;

5) tempat duduk dan meja Kerua dan Anggota KppS;

6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;

7) tempat duduk pem ih, saksi, ppl atau pengawas Tps dan pemantau

Pemilihan; dan

8) alat penerangan yang cukup.

k. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan hurufj dapat dibuat di
halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pefiemrvm masyarakat,

ruangan/gedung tempat pendidikan lainny4 gedung atau kantor milih pemerintah

dan non pemerintah termasuk halamannya.

l. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf k, terlebih dahulu
harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas

gedunglkantor tersebut.

m. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf k dilarang dibuat di dalam ruangan tempat
ibadah.

n. TPS harus bebas dari atribut pasangan calon atau partaipolitik dalam radius 200
(dua ratus) meter.

o. KPPS menyiapkan dan mengatur :
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1) tempat duduk Pemilih yang merumpung paling sedikit 25 (dua puluh lima)

orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;

2) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota

KPPS Ketiga;

3) meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima' di dekat

pintu masuk TPS;

4) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;

5) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;

6) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPl/Pengawas TPS yang

ditempa&an di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di

luar TPS;

7) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar

TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS

dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

8) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oieh
umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;

9) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk

Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan

batas lebar TPS paling kurang I (satu) meter;

10) meja tempat bilik suar4 dibuat berkolong di bawah meja yang

memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara

dengan leluasa;

I 1) papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat pemungutan Suara ditempatkan

di dekat pintu masuk untuk memasang:

a) salinan daftar Pasangan Calon;

b) visi, misi, program dan biodata singkat pasangan Calon; dan

c) salinan DPT dan DPTb-1.

12) papan sebagaimana dimaksud pada angka ll), pada saat penghitungan

Suara digr.urakan untuk memasang formulir Model CI-KWK plano;

13) papan nama TPS ditempa&an di dekat pintu masuk rpS di seberah luar Tps;
14) tambang, tali, kayu atau bambu unhrk membuat batas TpS.

p. Apabila jumlah Anggota KppS sebagaimana dimaksud pada huruf o kurang
dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KppS dan masine-
masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KppS.

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan penghitungan Suar4 dan
dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari pps paling lambat I (satu)
hari sebelum hari Pemungutan Suara.
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b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada

huruf a terdiri atas:

1) kotak suara;

2) Surat Suara;

3) tinta:

4) bilik Pemungutan Suara;

5) segel;

6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan

7) TPS.

c. Dukwrgan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) samPul kertas;

2) tanda'pengenal KPPS, petugas keamanan dan Saksi;

3) karet Pengikat Surat Suara;

4) lem/Perekat;

5) kantong Plastik;

6) ballPoint;

7) gembok;

8) sPidol;

9) formulir dan sertifikat;

10) stiker nomor kotak suara;

1 1) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;

12) alat bantu tuna netra;

13)daftarPasanganCalon,visi'misi,danbiodataPasanganCalon;dan

14) salinan DPT dan DPTb-1'

d.KetuaKPPSmemastikanperlengkapanPemungutandanPenghitunganSuara.,

dukunganperlengkapanlainnyasebagaimanadimaksudpadahurufbdanhurufc'

sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat I (satu) hari sebelum hari

Pemungutan Suara.

e.KetuaKPPSdibantuolehAnggotaKPPSbertanggungjawabterhadapkeamanan

perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS'

f'PerlengkapanPemungutandanPenghitunganSuarasebagaimanadimaksudpada

huruf b, mgka 2), angka 3), angka 5) dan angka 6)' dan dukungan perlengkapan

lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c' angka l)' angka 3)' angka 4)' angka

5), angka 6), angka 8), angka 9), angka l1' angka 12)' dan angka 13) dimasukkan

ke dalam kotak suara'

g. Jenis dan junrlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

sebagaimana dimaksud pada huruf b' terdiri atas:

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

-t7-

l) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat

SuaraCadangansebanyak2,5%darijumlahPemilihyangtercarrtumdalam

DPT untuk setiaP TPS;

2) tinta paling banyak 2 (dua) botol;

3) sampul ker|as sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan

sampul kertas kosong;

4) segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;

5) kotak suara sebanyak I (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis

Pemilihan;

6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;

7) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik

Pemturgutan Suar4 yang berupa paku, bantalan/atas coblos' tali pengikat alat

coblos dan meja.

h. Dalam hal surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1)

menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas'

i. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1)' terdiri atas:

1) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK

dan PPS, sebelum Pemungutan dan Pengbitungan Suara di TPS; dan

2) sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK

melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS'

j. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK

dan PPS sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1)' terdiri atas:

i) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat

Suara cadangan;

2) sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan

Penghitungan Suar4 masing- masing untuk memuat:

a) Surat Suara sah;

b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau

keliru dicoblos;

c) Surat Suara Yang tidak sah;

d) Surat Suara yang tidak digunakan;

e) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran

Model CI-KWK berhologram' serta salinan Model C-KWK' Model

CI-KWK dan lamPiran Model CI-KWK;

fl salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A'3-KWK' Model A'Tbl-

KWK, Model A'4-KWK dan Model A'Tb2-KWK;

g) kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara'
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k. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf i ditentukan

sebagai berikut:

1) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 1), yang telah

dibuka tidak boleh digwrakan lagi oleh KPPS;

2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana

dimaksud pada huruf j angka 2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota

KPPS rmtuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.

l. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2), yang

memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada hurufj angka 2), huruf a), huruf

b), huruf c), huruf d), huruf e) dan huruf g disampaikan kepada PPK melalui PPS

dalam keadaan disegel.

m. Segel sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 5), digunakan untuk

menyegel:

1) masing-masing sampul yang memuat:

a) Formulir model C-KWK, model CI-KWK berhologram dan lampiran

model C1-KWK berhologram, serta salinan model C-KWK, model Cl-

KWK dan lampiran model CI-KWK;

b) Surat Suara sah;

c) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;

d) Surat Suara yang tidak sah;

e) Surat Suara yang tidak digunakan; dan

0 tempat kunci gembok kotak suara yalg dapat memuat hrlisan nomor

TPS dan nama PPS.

2) lubang kotak suara; dan

3) gembok kotak suara

n. Jumlah Segel sebagaimana dimaksud pada huruf m ditambah sebanyak 3 (tiga)

lembar sebagai cadangan.

o. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c,

disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) tanda pengenal digunakan untuk:

a) I(PPS paling banyak 7 (tujuh) buah;

b) Saksi sebanyak diperlukan; dan

c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.

2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk

cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;

3) lem/perekat sebanyak 1 (sanr) botoy tube;

4) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;

5) ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;
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6) gembok dan kuncinya unnrk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak

suara Yang diPerlukan;

7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model

CI-KWKPlanodanmencoretSuratSuarayarrgtidaksahdanti<Iak

digunakan sebanyak 4 (empat) buah;

8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda

pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk

setiaP TPS.

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka

13) berupa salinan dafrar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon

sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS'

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka

14) berupa salinan DPT dan DPTb'1 untuk tiap TPS' masing-masing untuk:

1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak I (satu) rangkap;

2) bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suar4

sebanyak 1 (satu) rangkaP;

3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan

4) disampaikan kepada PPl/Pengawas TPS' sebanyak (satu) rangkap'

Pembagian Tugas KPPS

a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:

l) tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

2) pembagian tugas Anggota KPPS.

b. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambat I

(satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara'

c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2)

sebagai berikut:

1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin

rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memberikan penjelasan

mengenai tata cara pemberian suara;

2) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua

KPPS di meja Ketua' yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan

memisahkansulatpemberitahuanberdasarkanjeniskelamindar/atautugas

lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

3) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelim4 bertempat di dekat pintu masuk

TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS'

denqan cara:
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memeriksa kesesuaian antam nama Pemilih dalam formulir Model C6-

KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT dan

DPTb-1, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh' dan

memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT'

DPTb-1 atau DPPh;

memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kadu

Tanda Penduduk, Kartu Keluar ga atau Identitas Lain bagi Pemilih

DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;

menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-

KWK dan formulir Model A.5-KWK, dan mencatat nama Pemilih

dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;

memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka

I huruf cl yang terdapat dalam Karhr Tanda Pendudulq Kartu KeluargS,

Paspor atau Identitas Lain, ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.

Memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam BAB III angka 18 sampai dengan angka 20, dalam DPT atau

DPTb.1:

Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir

Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb-1

atau DPTb-2 atau DPPhI

Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar

Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g), petugas melengkapi pada

kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.

4) Anggota I(PPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas

mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai

tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus

berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai buhi bahwa Pemilih yang

bersangkutan telah memberikan hak pilihnya'

Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan suara" Anggota KPPS

memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS'

DalamhalterdapatAnggotaKPPSberhalanganpadahariPemungutanSuar4

sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas

masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS'

KPPS dibantu 2 (dua ) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga

ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS'

a)

b)

d)

e)

o)

h)

:

L)

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

-21 -

j.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud

pada huruf f, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

PPS mengajukan usulan kebuhrhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga

ketentraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud pada huruf

fkepada PPK.

PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada huruf h kepada KPU

Kabupaten.

KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas

ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada

huruf i kepada Bupati.

KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada ppS

untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan keputusan ppS.

KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suar4 Ketua KppS bersama_sama Anggota KppS, dan
Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;

b' memasang salinan Dpr, Dprb-r dan daftar pasangan caron di tempat yang sudah
ditentukan;

c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan
adrninistrasinya di depan meja Ketua KppS;

d' mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah
disediakan;

e. menerima surat mandat dari Saksi;

f' memberikan sarinan Dpr dan Dprb-r kepada saksi dan ppl/pengawas Tps.

2, Pelaksanaan Rapat penungutan Suara

a' Ketua KPPS melaksanakan rapat pemungutan Suara pada hari pemungutan Suara.
b' Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf 4 dimulai pada

pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 3.
c. Saksi yang hadir pada rapat pemungutan Suara dilarang mengenakan atau

membawa atribut yang memuat nomor, &rma, foto pasangan Calon dan
simbovgambar Partai poritik dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari
Pasangan Calon /Tim Kampanye.

d' Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada huruf c paling banyak 2 (dua) orang
untuk setiap pasangan Calon.

:

o

h.
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Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada huruf b Saksi atau Pemilih

belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau

Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.

Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf

e Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan

dengan Pemungutan Suara.

Saksi yang hadir berhak menerima:

1) salinan DPT;

2) salinan DPTb-1;

3) satinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan

Suara.

Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

1) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;

2) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

3) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara.

Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud

pada huruf h, Ketua KPPS:

1) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas

ketertiban TPS;

2) membukaperlengkapanPemungutan Suara dan Penghitungan Suara

meliputi:

a) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas

meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah

setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi

Surat Suara masih dalam keadaan disegel;

b)memperlihatkankepadaPemilihdanSaksiyanghadirbahwakotaksuara

benar-benar telah kosong, menutup membali, mengunci kotak suara dan

meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

c) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul

yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan

d) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat

Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dv koma lima persen) dari jumlah

Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara

yang akan digunakan.

3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:

a) jumlah surat Suara yang diterima;

A
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b) tata cara pernberian suara;

c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPl/Pengawas TPS'

Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;

d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan'

4) memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) secara

berulang ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara

Ketua KPPS memastikan Anggota IGPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada

tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dan

huruf g.

Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c angka l)

dibantu oleh Angggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS, dan disaksikan

oleh Saksi, PPl/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat danl atzu

Pemilih.

Sumpah atau janji Anggota KPPS da4 Petugas ketertiban TPS sebagaimana

dimaksud huruf h angka 1), berbunyi sebagai berikut:

" Detni Allah Quhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota WPS

dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-bailmya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan

sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati lltonogiri, tegaknya detnokrasi dan kcadilan, serta mengutamakan

kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi

atau golongan " .

Penjelasm Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf i angka

3) huruf b) meliputi:

1) formaVisi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama

Pasangan Calon;

2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;

3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;

4) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau

Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara

pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat i (satu) kali penggantian;

5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh

bagian hrku setelah Pemilih memberikan suara;

A,
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6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum

dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2;

7) Pemilih yang terdaffar dalam DPTb-2 memberikan suara I (satu) jam

sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS

telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di

TPS terdekat;

8) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip

urutan kehadiran Pemilih; dan

9) Larangan menggunalian telepon genggam dan/atau alat perekam gambar

lainnya di bilik suara.

n. Tata cara pemberian suara pada surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf m

angka 3) ditetapkan sebagai berikut:

1) memastikan surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua Kpps;
2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;

3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;

4) pemberian suara pada Surat Suara diiakukan dengan cara mencoblos 1 (satu)

kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasanean Calon

3. Pemberian Suara

a. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf
n, Ketua KPPSI

l) menandatangani surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk
kemudian diberikan kepada pemilih yang akan dipanggil;

2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih:

3) memberikan Surat Suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka;

4) Mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat
perekam gambar lainnya ke bilik suara.

b' Ketua KPPS wajib mendahulukan pemilih yang namanya tercantum dararn
salinan DPT dan DpTb- I .

c' Ketua KPPS dapat mendahulukar pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau
orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya

mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran pemilih tersebut.

d. setelah menerima S'rat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3),
Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat suara dalam keadaan baik atau tidak
rusak.

l'
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e. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos'

Pemilih dapat meminta Swat Suara pengganti kepada Ketua KPPS'

f. Ketua I(PPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti sebagaimana dimaksud

pada huruf e, hanya I (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru

dicoblos tersebut dalam berita acara.

g. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada

Bab III angka t huruf d, dapat menggunakan hak piiihnya dengan menunjukkan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarg4 Paspor atau Identitas Lain'

h. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih

sebagaimana pada huruf g, I (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS

berakhir.

i. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g, memberikan suara di TPS sesuai

dengan alamat RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain I (satu) jam

sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

j. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf

i, apabila Surat Suara masih tersedia.

k. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf i telah habis,

Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang

terdekat.

l. Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dirnaksud pada huruf a

angka 3), melakukan kegiatan :

1) menuju bilik suara;

2) membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan

sebelum dicoblos;

3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan

sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf n angka 3);

4) melipat kembali Surat Suara seperti semul4 sehingga tanda tangan Ketua KPPS

tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

5) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

6) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan

hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

m. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana

dimaksud pada huruf l.

n. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf I berlaku bagi Pemilih tunanetra,

tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik

lain.

A.
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o'Pemilihpenyandangdisabilitassebagaimanadimaksudpadahurufn'dapat

dibantu oleh pendamPing

p. Pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf o, dapat berasal dari Anggota

KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan'

q. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf n, dalam pemberian suara

dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan'

r. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada hunrf n'

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu

Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh

Pemilih sendiril dan

2)bagiPemilihyangtidakmempunyaiduabelahtangandantunanefta,

pendampingyangditunjukmembantumencoblosSuratSuarasesuaikehendak

Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS'

s.PendampingyangditunjukmembantuPemilihsebagaimanadimaksudpada

huruf r, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan' dan

menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model c3-KWK.

t.Padapukul13.00waktusetempat,KetuaKPPSmengumumkarrbahwayang

diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang

sedang menrmggu giliran unhrk memberikan suara'

u. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada

huruf t, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa

Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan

Suara di TPS.

BABV

PENGHITTJNGAI{ SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAI\

1, PenyiaPan Sarana dan Prasarana

a.RapatPenghitunganSuaradimulaipadapukul13.00waktusetempatsetelah

waktu Pemungutan Suara selesai'

b. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan

prasamna yang diperlukan dalam Penghitungan Suara'

c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
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1) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan

tempat untuk memasang formulir sertifilat hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara di TPS ukuran plano;

2) tempat duduk Saksi, PPl/?engawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan

masyarakat:

3) alat keperluan administrasi;

4) formuiir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

5) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;

6) segel;

7) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan

kuncinya; dan

8) peralatan TPS lainnya.

d. Penempatan Saksi, PPl/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), diatur sebagai berikut:

1) Saksi dan PPL /?engawas TPS ditempatkan di dalam TpS;

2) Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TpS.

e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan baik

agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua

yang hadir dengan jelas.

2. Pencatatan Surat Suara

a. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka I

huruf d, KPPS menuliskan di formulir se(ifikat hasil dan rincian penghitungan

perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:

1) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DpT dan yang menggunakan hak

pilihnya;

2) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DpTb-l dan yang menggwrakan

hak pilihnya;

3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan Dpph dan yang menggrmakan hak

pilihnya;

a) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb-2 dan yang menggunakan

hak pilihnya;

5) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya;

6) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;

7) jumlah Swat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru

dicoblos:

8) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
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9) jumlah surat suara yang digunakan.

Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru

dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Sumt suara cadangan jumlahya

harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh IGPS'

Surat Suara yang tidak digunakan dan surat Suara yang rusak atau keliru

dicoblos sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda silang pada bagian

Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat'

Pembagian Tugas

a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suar4 sebagai

berikut:

1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:

a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;

b) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan

kepada yang hadir tentang perolehan suara.

2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian

terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua IGPS pada

formulir Model C I-KWK Plano berhologram;

3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh

Ketua KPPSI

4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menlusun Surat Suara sesuai

suara yfiIg diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25

(dua puluh lima) Surat Suara;

5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenterarnan, ketertiban dalr

keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di

depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

b. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a kurang dari 7

(tujuh) orang, pembagian tugas Anggota I(PPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS diiaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan

Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka I huruf a sampai dengan huruf e,

selesai dilakukan.

2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.

3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota I(PPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:

a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;

b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
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c. menghitung jumlah Surat suara dan memberitahukan junrlah tersebut kepada yang

hadir dan mencatat junlahnYa;

d. mencocokkan jumlah surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan

jumlahPemilihdariDPT,DPPh'DPTb-ldanDPTb-2yangmenggunakanhak

pilih berdasarkan jumlah Surat Suara dalam kotak suara;

e. mencatat hasil Penghitungan j"rtluh Surat Suara yang diumumkan

sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggrmakan formulir Model cl-

KWK.

4. Anggota KPPS Kedua membuka surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.

5. Ketua KPPS bertugas:

a. memeriksa tanda coblos pada Surat suara dan menunjukkan kepada saksi'

PPl/?engawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan

ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau

tidak sah;

b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Pasangan

Calon dengan suara yang terdengar jelas.

6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang

mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yangjelas dan terbaca pada

formulir Model CI-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah

disediakan.

7. Saksi, PPl/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat

Penghitungan Suara diberi kesempatan rntuk mendokumentasikan formulir Model Cl-

KWK Plano berhologram.

8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat berupa foto atau video.

9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam

formulir Model CI-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara

tally, yutu:.

a. memberikan tanda berupa I (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap

hihrngan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut

(IIII);

b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada

kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar

memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);

c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan calon;

d. menjumlahkan seluruh suara sah;

e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan

f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

-30-

10. Ketua I(ppS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model CI-KWK dan lampiran

berhologram, serta salinan Model CI-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model

CI-KWK plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 9.

11. Datam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada

angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan'

12. pernbetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dilakukan dengan cara mencoret

angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal'

13. pacla angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 12' dituliskan

angka atau kata hasil Pembetuian.

14. Ketua KppS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana

dimaksud Pada angka 13'

15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS'

i 6. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:

a' ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

b. diberi tanda coblos pada nomor urut, atau foto, atau nama salah I (satu) Pasangan

Calon dalam Surat Suara.

17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b diatur sebagai berikut:

a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memrutt nomor urut

atau nama pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk

Pasangan Calon yang bersangkutan;

b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang

memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan

sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau

rrruqfttrnaPasanganCalondanfotoPasanganCalon,dinyatakansahuntuk

Pasangan Calon yang bersangkutan'

18. Setelah rapat Penghitungan Suar4 Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam

dan Ketujuh menlusun, menghitung dan memisahkan:

a'SuratSuarayangsudahdiperiksadanstraranyadinyatakansahuntukmasing-

masing pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul

kerlas;

b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan

karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas'

19. Formulir Model c-KWK, Model cl-KWK berhologam dan lampiran Model c-KWK

berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel'

2o.Sampulyangberisiformulirsebagaimarradimaksudpadaangkalgdimasukkanke

dalamkotaksuarasebagaibaharruntukrekapitulasiPenghitunganSuaradiPPK.
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2l.SampulyangberisisalinanformulirModelC-KWK,ModelCl-KWKdanlampirarnya

untukdisampaikankepadaPPS,PPKdanKPUKabupatentidakdimasukkankedalam

kotak suara.

22.FormulirModelc-KwK,ModelCI-KWKdanlampiranModelcl-KWK
sebagaimanadimaksudpadaangkatgdanangka2l,ditandatanganiolehKetuaKPPS

danpalingkurang2(dua)orangAnggotaKPPSdandapatditandatanganiolehSaksi

Yang hadir.

23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani fomrulir sebagaimana

dimaksudpadaangka22,cukupditandatanganiolehSaksiyangbersedia

menandatangani.

24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan angka 23,

dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai'

? - C.PENYELESAIANKEBERATAN

l.SaksidanPPl/PengawasTPSdapatmengajukankeberatanterhadapprosedur

dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

2. Dalam hal terdapat keberaran saksi dan PPl/Pengawas TPS, ISPS wajib

menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model

C 1 - KWK dan lampirannya dengan Model C 1-KWK Plano.

3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPl/Pengawas TPS sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dapat diterima, KPPS seketika itu juga melakukan

pembetulan.

4. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan cara mencoret

angka yang salah dan menuliskan angka yang benar

5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembehrlan

sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.

6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana yang

dimaksud pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPl/Pengawas

TPS yang hadir.

7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPl/Pengawas TPS.

8, KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada

formulir Model C2- KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.

9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima dicatat pada Model C2-KWK

sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.

10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir

Model C2-KWK.
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11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon' Saksi' PPl/Pengawas TPS' Pemantau

Pemilihanataumasyarakat/PemilihrnelaluiSaksiatauPPl/PengawasTPSterhadap

pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaiman dimaksud pada angka 1 sampai

dengan angka 10, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS'

D. PENGUMUMAN PERHITTJNGAI{ SUARA

L KPPS mengumumkan salinan formulir Model CI-KWK dan lampirannya di TPS'

2. KPPS menyampaikan l (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK' Model Cl-

KWKdanlampirannyakepadaPPSuntukdiumumkandidesa,/kelrrrahanpadahari

Pemungutan Suara.

3. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK' Model Cl-

KwKdanlampirarnyakepadaPPKdanKPUKabupatenpadahariPemungutanSuara

melalui PPS.

4. KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK' Model Cl-

KWKdanlampirannyakepadaSaksi,danPPl/PengawasTPSpadahariPemungutan

5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suan di TPS'

salinan formulir Model c- KWK, Modet c1-KWK dan lampirannya diseralikan kepada

PPSuntukdisampaikankepadaSaksipalinglambatl(satu)harisebelumrekapitulasi

Penghitungan Suara di PPK untuk desa&elurahan yang bersangkutan'

6. Saksi dan PPl/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada

formulirModelCl.KWKdanlampirannyadengarrmencocokkanpadaformulirModel

C l -KWK Plano berhologram.

7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan I (satu) rangkap salinan formulir Model C-

KWK, Model Cl-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pacla angka 4 sampai

batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sarksi sebagaimana diatur dalarn

peraturan Perundang- undangan'

8. KPU Kabupaten memindai (scan) salinan formulir Moclel C-KWK' Model CI-KWK

dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3'

9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat

Penghitungan Suara di TPS'

l0.KPPSwajibmenyerahkankotaksualasebagaimanadimaksudpadaangka9kepada

PPKmelaluiPPSpadahariPemungutanSuaradenganmenggunakansuratpengantar'

yang berisi:

a. formulir Model C-KWK, Model CI-KWK berhologram dan lampiran Model Cl-

KWK berhologram, serta Model C1'KWK Plano berhologram yang telah diisi;
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b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK), DPTb-1 (Model

A.TbI-KWK) dan DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK);

c. formulir Model C2-KWK;

d. formulir Model C3-KWK;

e. formulir Model C5-KWK;

f. formulir Model C6-KWK;

g. formulir Model C7-KWK; dan

h. Surat Suara sah dan tidak sah, surat Suara tidak digunakarl dan Surat suara

yang rusak atau keliru dicoblos.

Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka l0 diawasi

oleh Saksi, dan PPl/Pengawas TPS.

KPU Kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK, Model Cl-

KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, kepada KPU untuk

diumumkan di laman KPU.

Pengiriman hasil pemindaian sebagaimana dimaksud pada angka 12 dapat

menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU'

Dalam hal formulir hasii pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan

teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten dapat

mengirimkan secara manual dengan menggun akan compact disk atauflashdisk'

15. KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan

berpedoman pada hasil kajian KPU sebagaimana dimaksud pada angka 13'

16. KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model G-KWK Model c1-KWK dan

lampirannya kepada siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada pihak

sebagaimana dimaksud pada angka I sampai dengan angka 8'

BAB VI

PEMTJNGUTANSUARAULAIIGDANPENGHITI'TNGAI\SUARAI'TLAI\G

PEMUNGUTAN SUARA ULAI\G DI TEMPAT PEMUNGUTAI\ SUARA

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang

mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan

Suara tidak daPat dilakukan.

2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan

pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat I (satu) atau lebih keadaan sebagai

berikut:

A
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a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suam

tidak dilat<ukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau

menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh

Pemilih sehingga Suat Suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari I (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari I (satu) kali

pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dar/atau

e. lebih dari I (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemiiih, mendapat

kesempatan membedkan suara pada TPS.

3. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

gka 2 disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemgngutan

Suara.

4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

angka 3 kepada KPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KpU Kabupaten.

6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalarn Keputusan

KPU Kabupaten

7. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6
kepada KPPS melalui ppK dan ppS.

8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat)

hari setelah hari Pemungutan Suara.

9. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk

hadir dan menyaksikan pemungutan Suara ulang di TpS.

10. Pem,ngutan Suara ulang di rps sebagaimana dimaksud pada angka g, dapat

dilaksanakan pada hari ke{a atau hari libur.

I l. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar

dalam DPT, DPTb-1, Dpph, dan yang tercatat dalam Dprb-2 paling rambat I (satu)

hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TpS.

12. KPU Kabupaten menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan ir6tansi, lembaga"

perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada

Pemilih untuk menggrmakan hak pilihnya dalam pemungutan Suara Ulang.

13. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

-35-

14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 di TPS yang

melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat

menggrrnakanhakpilihnyadiTPStersebut,dapatmenggunakanhakpilihnyadiTPS

lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang'

t 5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 14, meliputi :

a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;

b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang

mendamPingi;

c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

d. Tugas belajar;

e. Pindah domisili: dan

f. TertimPa bencana alam.

16. pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14, meminta formulir Model AS-KWK
z\-\ 

kepada pps setempat dan melaporkan kepindahannya kepada ppS yang wilayah

kerjanyameliputiTPSlainyangjugamelaksanakanPemungutansuaraulang.

17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2'000 (dua ribu)

lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten'

18. penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada

angka 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten'

19. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 17 dan angka 18, tidak

mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KIU Kabupaten

menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara'

20. KpU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 19'

21. Formuiir Model C-KWK, Moclel CI-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam

Pemungutansuararrlangdimasukkankedalamsampuldalamkeadaarrtersegeldan

dimasukkan ke dalam kotak suara'

22.Sampulsebagaimanadimaksudpadaangka2lharusdisegeldandimasukkanke

daiam kotak suara.

23'KetentuarrmengenaiPemungutansuaradiTPSberlakumutatismutandisrrntuk

Pemungutan Suara ulang di T?S'

B. PENGHITIII\GAN SUARAULANG

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:

a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau

b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK'

2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
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a. Penghitungan Suara diiakukan secara tertutup;

b. Penghitungan Suara dilalarkan di tempat yang kurang temng atau yang kurang

mendaPat Penerangan cahaYal

c. Penghifirngan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e.SaksiPasanganCalon,PPl/PengawasTPS'danmasyarakattidakdapat

menyaksikan proses Penghiflrngan Suara secara j elas;

f.Penghitungansuaradilakukanditempatlainatauwaktrrlaindariyangtelah

ditentukanl dan/atau

g,terjadiketidakkonsistenandalammenentukarrsuratSuarayangsahdanSurat

Suara Yang tidak sah'

3. Dalam hal terjadi keaclaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saksi, PPl/Pengawas

TPSdapatmengusulkanpenghitunganulangSuratSuaradiTPSyangbersangkutan.
. 4. Dalam hal tidak dapat dilakukal Penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana

dimaksud pada angka 3, Saksi atau PPl/Pengawas TPS dapat mengusulkan

penghitungan ulang Surat Suara di PPK'

5. Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada

hari yang sama dengan hari pemungutan sru[a'

6. Ketenhran mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk

Penghitungan Suara ulang di TPS.

C.PEMUNGUTAI{SUARAULANGDAI\[PENGHITIII{GANSUARAULANG

PASCA PUTUS$I MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

-:. a. Dalam pelaksanaan pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,

KPU KabuPaten:

l) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan'

progmm dan jatlwal pelaksanaan Pemrmgutan Suara ulang' dengan tetap

memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan

Matrkamah Konstitusi;

2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara

ulang'

b. Keputusan KpU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1)' paling

kurang menetaPkan j adwal :

1)pembentukan,pengangkatankembaliataupendaftarar/seleksibaru,dan

pelantikananggotaKPPS,PPSdanPPKuntukmelaksanakanPemungutan

Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
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2) penyampaian formuiir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar

dalam DPT, DPTb-1, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb-2 untuk TPS yang

bersangkutan;

3) pendistribusian Surat Suara dar perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan

Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS'

PPK dan KPU Kabupaten;

4) pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;

5) pelaksanaan rekapihrlasi Penghitungan Suara di PPK, dan I(PU Kabupaten;

6) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara uiang kepada Mahkamah

Konstitusi dan KPU;

c. Dalam hd KPU Kabupaten melaksanakal Pemungutan Suara Ulang, KPU

Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:

1) KPU:

2) KPU Provinsi;

3) Mahkamah Konstitusi;

4) Bawaslu Provinsi; dan/atau

5) Panwas Kabupaien.

d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 1), dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi

yang memerintabkan kepada KPU Kabupaten unhrk melaksanakan Pemungutan

Suara ulang di TPS.

e. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

huruf c dan huruf d, dilaksanakan pada hari ke{a atau hari libur.

f. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembag4 perusahaan

atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih

menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

g. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk

hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah

j.

Konstitusi di TPS.

KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang

terdaftar dalam DPT, DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2 paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum Pemungutan Suara di TPS.

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

Formulir Model C KWK, Model Cl KWK dan lampirannya yang digunakan dalam

Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke

dalam kotak suara.
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k. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditempel label

dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi"

dan disegel.

Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi

a. Dalam pelaksanaan Penghit'rngan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi, KPU KabuPaten :

1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal

pelaksanaan Penghihrngan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah

Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud

dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;

2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan suara

ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada

KPU.

b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), paling

kurang menetapkan jadwal:

1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi bartr" dan

pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di

TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

2) pengangkatan kembali anggota PPK untuk

Penghihurgan Suara ulang pasca putusan

Keputusan KPU KabuPaten;

3) pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten;

4) pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan suala

ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kabupaten;

5) penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada

Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU '

Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara Ulang' KPU

Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

1), kepada:

1) KPU;

2) KPU Provinsi;

3) MabkamahKonstitusi;

melaksanakan rekapih.rlasi hasil

Mahkamah Konstitusi dengan
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4) Bawaslu Provinsi; dan

5) Panwas KabuPaten;

KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada I(PU sebagaimana

dimaksud pada huruf c angka 1), dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi

yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan

Suara ulang di TPS.

KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan

Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten'

KPU Kabupaten menyampaikan pennintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk

hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi di TPS.

Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk

Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi'

BABVII

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAI\

Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan wakil Bupati

terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan' bencana alam, atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dar/atau Penghitungan Suala tidak dapat

dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan.

pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud

padaangkaldimulaidaritahapPemungutandarr/atauPenghitunganSwllayang

terhenti.

Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan wakil Bupati

terjadi kerusuhan, gangguttn keamanan, bencana alam, atau gangguan 'gangguan

lainnyayangmengakibatkanseluruhtahapanPemungutarrdarr,/atauPenghitungan

suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan danJatau Penghitungan suara

susulan.

PelaksanaanPemungutandarVatauPenghitunganSuarasusulansebagaimanadimaksud

pada angka 3 dilalokan unhrk seluruh tahapan pemungutan dar/atau Penghitungan

Suara.

Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan'

Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara

dilakukan oleh:

l.

3.

A

5.
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a. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan

dan/atau Penghitungan Suara meliputi I (satu) atau beberapa desa/kelwahan;

b. KPU Kabupaten atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan

dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan'

pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan paling

lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.

Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40%

(empat puluh persen) jumlah Kecarnatan atau 50% (lima puluh persen) dari dari jumlah

Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan

penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan

oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten.

Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara

sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Kabupaten menjadwalkan kembali

Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VIII
KETENTUANLAIN

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien

rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena

tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan

suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas'

pemiiih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak Pilihnya dengan

menggunakan Formulir Model A5'KWK.

Dalam hal Pemilih yang menjaiani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di

TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak

rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan

menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum hari pemungutan swua;

b. KPU Kabupaten menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan

melayani pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan

mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan

ketersediaan Surat Suara;

c.KPUKabupatenmemberikanformulirModelA.5-KWKkepadaPemilih
sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pemungutan suam.

o

1.

3.
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4.

-4t-

Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Ketua I(PPS

menugaskan Anggota I(PPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh

PPL/ Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa periengkapan pemungutan srufa

mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan

ketentuan:

a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12'00

sampai dengan selesai;

b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima

model A.S-KWK dari Pemiiih;

c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib

merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;

d. dalam hal Ierdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf a pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara

masih tersedia.

KPU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah

tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di

lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, dan petugas atau karyawan

lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Seklor,

Kepolisian Resor, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang

terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan

setelah memeroleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor, dan

Kepala Kejaksaan.

Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu

tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.

Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 7, berupa template Surat

Suara.

g. surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat suara

pemilihyangkelirudicoblos,menggantiSuratSuarayarrgrusak,danunnrkpemilih

tambahan.

10. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat Suara

yang masih tersedia.

ll.PenggunaanSwatSuaracadangansebagaimanadimaksudpadaangka9danangkal0

dicatat dalam berita acara.

5.

6.

7.

8.
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BAB IX

PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 3 0 Mei 20 I 5

PEMILIHANUMUM
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 33/Kpst{KPU-Kab-012.3295121 201 5

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN

PENGHITLINGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHI"]N 2015

JENIS FORMULIR PEMT]NGUTAN DAI{ PENGIIITI.INGAI{ SUARA

PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL BUPATI WONOGIRI TAHT]N2015

t. MODELC-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 201 5

t. MODELCI-KWK Sertifrkat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonogiri Tahun 2015

3 LAMPIRAN
MODELCI-KWK

funcian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonosiri Tahun 2015

4 MODELCI.KWK
PLANO

Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Wonosiri Tahun 2015

5 MODEL C2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam
Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015

o MODEL C3-KWK Surat Pemyataan Pendamping Pemilih

7 MODEL C4-KWK Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di TPS

8 MODEL Cs.KWK Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

9 MODEL C6.KWK Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih

10 MODEL C7-KWK Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Wonogiri Tahun 2015
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MODEL C.KWK

BERITAACARA
PEMUNGUTAI{ SUARA DAI\ PENGIIITUNGAN SUARA

DI TEMPAT PEMI.]NGUTAI{ SUARA

DALAM PEMILISAN B{JPATI DAN WAKIL BTJPATI WONOGIRI
TAIIT'N 2015

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Pada hari ini .............. tanggal """" bulan """"""""
Tahun ........... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan

n"pui p"-*go* dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri

otetr Satsi dai pengawas Pernilihan Lapangaa @Pl)/Pengawas TPS, bertempat di :

Desa/Kelurahan | 
):

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

WONOGIRI

JAWATENGAH

A. PERSIAPAI\ DAI\ PEMUNGUTAI{ SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara

OZ.bO wattu setempat dan berakhir pada pukul

kegiatan

1. Mengumumkan DPT dan DPTb-1 serta memberikan salinannya kepada Saksi dan

PPl/Pengawas TPS Yang hadir.

2. Pengucapan sumpah/janji Anggota I(PPS, dipandu oleh Ketua KPPS'

3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara'

4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan junrlah dokumen serta peralatan pemmgutan dan

penghitungan suara.

5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih'

6.MemberikanpenjelasankepadapemilihmengenaiprosesdantatacarapemberiansuaradiTPS.

PENGHITUNGAI\ SUARA DI TPS

Penghitungansuaradimulaipukul13'00wallusetempatdenganmelakukankegiatan:

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan

DPT. DPTb-1, DPPh, dan DPTb-2'

2.Menghitungdanmencatatjumlahsuratsuarayangdigunakan'tidakdigunakandanrusakatau
keliru coblos.

3. Menghitung dan mencatat suara sah seluruh pasangan calon serta menghitung dan

mencatat swtra tidak sah.

4.Menghitungdanmencatatjumlahpemilihdanpenggunahakpilihdisabilitas/penyandang
cacat.

5.Mencatatkejadiankhususdarr/ataukeberatansaksidenganmenggunakanformulirModelC2-
KWK.

dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul

13.00 waktu setempat dengan melakukan
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KELOMPOK PE,T{YELENGGARA PEMUNGUTA}{ SUARA

SAKSI PASANGAI\CALON

I t

1 ) J 4 J 6 1

Ketua Anggota Anggott Anggota Anggota Anggota Anggota

I
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SER,TTI{KATEASIL PENGEITIJNGAN PEROLEEAN SUARADI TEMPATPEMIJNCIJTAN SUARA

DALAM PEMILIEAN BI'PATI DANWAXIL BTJPATIWON(rcIRI TAEIJN 2015

LOG'OEOLOGRAM

Tempot Pmugutsn Sum (TPS)

Kffialu

Provisi

I.

Kaaugan:
.) Cor€t ){rg tidrk p€rlu

:JAWATENGAH

HAK PILIU

I
Nrmr Lcn3krp Setol

l. Pcnilih tcrdaftr dslam Drftar Pemilih Tctap (DPT)

Pemilih tcdairr dalam Daftar Pemilih Tctap Tanbahu-l @PTb-l)

t.rdsfrEddm Ebfld P@ilih Pindshs (DPPh)

Pmilih Da$ar Pmiih Tmbahm-2 (DPTb-2) /pcnggunt KTP 0J8u identitas

l. Pengguna hak pilih dalam Dsftar Pemilih Tetup (DPT)

Pmggunc ha* pilib rlalou Dafts Pmilih Tct8p Tmbrho-t (DPTb-t)

.Paggue hak pilih dalm Dafur Pmilih Pcmilih Pindahu (DPPb)

Pmgguna ha! pilih dalm Dafts Pmiih Tmbahm-2 @pTb-,2) /pengguna KTp atau

Junlah scluruh pcngguna Hrk Pilih (l+2+3+4)

suat susra )mg dibrims temasuk csd$gm Z,So/o (2 + j + 4\

smt sw dikcmbalikrn olch pcmilih kareru rual/keliru coblos

suat auan yng tidal digunakm

Sutis S8h dan Tidrk Sah (t+2)

Pcmilih disabiliuVpenpndsng crcrt ]rrng mcnggu8tan hat pilifi

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMIJNGUTAN SUARA

SAXSI PASAI\GAN CAI.ON

MODELCI.KI'YK

I n

NO. IJRAIAN LAKI-I"AXI PEREIITPUAN JUMLAf,

)ATA PEMILIH

'. 
Jumlsh Pemilih (1+2+3+4)

B. 'ENGGUNA HAK PILIH

NO. UR,AIAN I"AXI.L,{Xt PENEMPUAN JUMI,AE

I

2
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ffi
LOGOHOLOGRAM

RINCIAN HASIL PENGHITI,JNGAN PEROLEIIAN SUARA DI TEMPAT PEMIJNGUTAN SUARA

DALAMPEMILIHANBUPATIDANWAKILBIJPATIwoNocIRITAHTJN2015
( diisi bcrdasarkan datr MODEL Cl-KWKPlano )

II\MPIRAN
MODELCT-I(WK

TPS :Nomor............. DesaKehuahan')

K€camstsn :.......'........ ' Kabuparen :woNocru

Provinsi : JAWA TENGAH

KELOMFOK PEI\ryELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

SAICSI PASANGAN CALON

I ,

Nlne Lctrgkrp Slkrl Nrm! Irngkrp Ssksl

Kehrangan:

') Cora yang tidak perlu

-, ,

NOMOR TJRUT DAN NAMA PASAI\GAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUARA SAH

I

,

JUMLAH SELURIjH SUARA SAH (T+2)

JUMLAH SELURUH SUARA TIDAKSAH

t a 3 4 5 6

Kctue Anggotr Argg,ott Anggot! Anggotr ADgSotr ADgSots
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CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLI'HAN SUARA DI Tf,MPAT PEMTINGUTAN SUA'RA

DALAM PEMILII]AN BUPATI DAN WAXIL BI]PATT WONOGIRI TAIIIJN 2OI5
MODEL CT-KWK

PLANO

LOGO HOLOGRAM

Tldp&t P.munguttn Su3l! (T?S) Nomor DesrKclunhaD ')
Kabupaleo : WONOCIRI

:JAWATENGAH

SUARA TTDAK SAH

(dilulis dznRon hutul)

NO
NAMA PASANGAN

CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

Rhchn Pcrolchi! Surr.

;-ft-fs-ft-f'o
Junlrt
TLp

r-fD-fr3-fral B'*
2 4 5

Jubhh

I

11n",

2

JUMLAH SELURUH SUARA
SAH SELI'RUH PASANGAN

cAloN (r+2)

*{ ii
Aitulis dergd hurut

KEI,OMPOK PENYELENGCARA PEMUNGTJTAN SUA-RA

Jrbatan Nrm L.nSIlp Tidr Trngm

I
l ................,_,.......,

2 AngSota
2............................

3
3............_.._..............

Anggolr
t. _._..,......,.,._..,,,,,,,,

5 Ang8ola
5....-

An880|a

1 An8Sota
7...................-..........

SAKST PASANGANCALON

No. PASANGAN CALON BUPATI DAN WAXIL DUPATI Trrdr Trrgo

Nama Paratrg4 Calon Bupati dan Wskil Bupati

Nma Pa$n8,an Calotr Bupati &! Wahl aupatl

TIDAKSAH
(ditulis dengn hhd.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

MODET C2.KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAI! SAKSI DALAM PELAKSANAA}I
PEMUNGUTAI\ DAI\{ PENGHITUNGAI\I SUARA

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIIIAN BUPATI DA}I WAKIL BIJPATI WONOGIRI
TAIIUN 2015

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa/Kelurahan*):

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

WONOGIRI

JAWATENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

sAKsI YANG MENGAruKAN KEBERATAN I KELOIIPOK PENYELENGGARA
PEMI.INGUTAN SUARA

KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Koterangan:

L Kejadian Ktrusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;

2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicitat dan ditandatangani benama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari

pemrmgutan suru".
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MODET C3-KWK

SURAT PERT\TYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :

Alamat :

Atas perintah pemilih :

Nama

^ Nomor Urut DPT/DPTb-I/DPPh/DPTb-2 *) : .....'.'......'..'..TPS : Nomor

Desa/Kelurahan +)

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan

pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti

melanggar pemyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui :

Ketua KPPS Yang Membuat Pemyataan

*) Coret yang tidak perlu

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL SI-KWK

SURAT PENGAI\TAR

: Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suare di TPS

Kepada :

Yth. Ketua PPS

di

, .Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor

Desa,/Kelurahan*):

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan
pemungutan suarq terdiri dari :

suara dan penghitungan sura di trempat

WONOGIRI

JAWA TENGAH

MODELC-KWK Berita Acara Pemungutan dan penghitungan Suara
qi lgmpat Pemungutan Suara dalam Femiliian Bupati
dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

MODELCl-KWK
Berhologram

Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

LAMPIRAN MODEL Cl.
KWK Berholo$am

Rincian 
_ Hasil penghitungan perolehan Suara di

lempat pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wonogiri Tahun 201 5

MODEL CI.KWK PLANO
Berhologram

Catatan Hasil Penghitungan perolehan Suara di
Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

MODELC2-KWK Catatan Kejadian Klusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan 

* 
pemungutan dan penghitungan

Suara di Tempal Pemungutan Suara dalam Femili-fian
Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

Surat Pemyataan Pendamping pemilih

MODEL Cs-KWK Tanda Terima Penyampaian Sertiflkat Hasil dan
Rincian Penghitungan perolehan Suara di TpS dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015
(Salinan MODEL C-KWK MODEL Ct-fWf a-
lampirannya, serta MODEL C2-KWK) kepada Saksi dan
PPL

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada pemilih

Daftar Hadir Pemilih di TpS pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015

MODEL A3-KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap (DpT)
MODELA4-KWK Salinan Daftar Pemilih Pindahan @pph)

1

2

3

^ MODELC3-KWK

5

o MODEL C6-KWK

7 MODEL C7-KWK

8

9
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B.

C.

10 MODEL As.KWK Surat Keteransan Pindah Memilih di TPS lain

11 MODEL A.TbI.KWK Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan- 1 (DPTb-l)

12 MODEL A.Tb2-KWK Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilil yang

memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau
identitas kependudukan lainnya

Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada hwuf
B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara
dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada PPK sebagai bahan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

YANGMENYERAHKAN YANGMENERIMA
KELOMPOKPENYELENGGARA PANITIAPEMUNGUTAN SUARA

PEMI.INGUTAN SUARA

Nama Lengkap Nama Lengkap

t) Coret yang tidak perlu

Keteransan :

Formulir c4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip Kpps
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MODEI Cs.KWK
TAI{DA TERIMA PENYAMPAIAN

SERTIFIKAT HASIL DAI\ RINCIAN PENGIIITI]NGAhI

PEROLEHAN SUARADI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIIIAN BUPATI DAI{ WAKIL BUPATIWONOGIRI

TAHTJN 2015

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa/Kelurahan*):

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

WONOGIRI

JAWATENGAH

Yang Menyerahkan

Ketua KPPS

No Nama Saksi Pasangan Calon / PPL Tanda tangan

1. Nama Pasangan Calon
1.............................

2. Nama Pasangan Calon 2..

3. PPL / Pengawas TPS

*) Coret yang tidak perlu

: Nomor

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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SURAT PEMBERITAHUAI\
PEMUNGUTAN SUARA

KEPADAPEMILIH

MODET C5 - KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KIPS)

mengundang Saudara/i (L/P +) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 i) :

.. . .. ]...., Nt-MO"ntitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada:

Tatr cara pemberian suat? :

Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama calon

Catatan :
-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

H a r i/Tanggal

Pukul

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Alamat

Yang Menyerahkan

Nama jelas

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

Yang Menerima Nama Pemilih
No. DPT/DPTb-1
Diterima Tgl

' rT./p'r\

." ' """" ""' '

Nama jelas

X
MODEI C5 - KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

mengundang Saudara/i .,. (-/P *) No. Urut dalam DPT/DPTb-1 i) :

.. . .. ... .., r.urno"ntitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan

Bupati dan Wakit Bupati Wonogiri Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada:

Tsta care p€mberian suars :

Coblos pada nomor urut atau foto
atau nama calon

Catststr :
-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara'

-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara'

H a r i/Tanggal

Pukul

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Alamat

Yang Menyerabkan

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

KETUA

Yang Menerima Nama Pemilih
No. DPT/DPTb- I
Diterima Tgl

. /r /p*\
: . ,. . .. . , ,. ,.. .. . ,.. ... . ... ... ,..,.. '

gunung d$tnt-----

ST]RAT PEMBERITAIIUAN
PEMUNGUTANSUARA

KEPADAPEMILIH

Nama jelas Nama jelas

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL C7.KWK

Halaman 1

DAFTAR HADIR PEMILH DI TPS

PEMILIHAN BTJPATI DAIY WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHT]N 2015

Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Desa./Kelurahan*):

Kecamatan

Kabupaten

Provinsi

WONOGIRI

JAWA TENGAH

No
No. Urut

Jenis
Kelamin Nama

Keterangan
**)

DPT DPTb-I DPPh DPTb-2 LklPr

Jumlah

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL C7-KWK

Halaman 2

No
No. Urut Jenis

Kelamin Nama Keterangan
r*)

DPT DPTb-I DPPh DPTb-2 l-t( Pr

Jumlah

*) Coret yang tidak perlu
'*) .Kolom keterangan diisi antara lain dengan :l. Pemilih disabilitaVpenyandang cacai

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMLTNGUTAN SUARA

KETUA

PEMILIHAN UMUM
WONOGIRI,

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri


